PERJANJIAN SEWA ME} A
e ANTARA
! PT BANK SYARIAH MANDIRI
| DENGAN |
- POLITEKNIK NEGERI UJUNG"; PANDANG
No.: 21/002/PKS/176 (PENYEWL\)
No.: Méa:b/mg/mwpsmm T'ROPERTI)

|

1. PT BANK SYARIAH [MANDIRI, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Ji. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dalam

hal ini diwakili oleh Muhammad Rafik selaku Kepala Cabang berdasarkan Surat Kuasa No.21/013-

KUA/014 tanggal 14 Januari 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk. dan atas nama serta
mewakili PT BANK SYARIAH MANDIR!, selanjutnya diseTut “‘PENYEWA".

2. Politeknik Negeri Ujung Pandang, berkedudukan dan berkantor di Makassar, yang didirikan
berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dalam ]hal ini diwakili oleh Prof. Ir. Muhammad
Anshar, M.SI., Ph.D. selaku Direktur, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu
sah bertindak untuk dan atas nama mewakili Politeknik egeri Ujung Pandang Untuk selanjutnya
disebut: “PEMILIK P l PERTY". ’

Untuk selanjutnya PEMILI:K PROPERTI dan PENYEWA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA
PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “PIHAK". ’

PARA PIHAK terigbth dahljxlu menerangkan hal-hal sebagai befrikut

1. Bahwa PENYEWA a&ahh sebuah badan usaha yang bgmperasi atas dasar prinsip Syariah Islam
dan dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya bermaksud ingin menyewa PROPERTI
milik PEMILIK PROPERTI.

2. Bahwa PEMILIK PROPERTI adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyetujui untuk menyewakan
kepada PENYEWA berupa: Lahan ATM dengan rinclan sébagai berikut:

- Bukti Kepemilikan | : SHM/SHGB / Girlk ; No.........atas nama..........
- Status penjaminan’  : Tidak Dijaminkan

- Beralamat - :JI. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea

- Jenis Properti : Lahan |

- Jumiah Properti | 1 (satu) ruangan ‘

- Luas tanah :6m*(P2mxL3m)

- Luas properti - :5m*(P2mxL 2,5m) ,

- Luas Lahan Parkir :.......... 1 o (O meter persegi)

- Jumisgh Lantai - :1(satu) !

- Lantal Sewa : 1 (satu) |

- Listrik sebesar D eeeeeeaes watt, dari Perusahaan Listrik Negara (PLN)
- Air : (PAM/Air Tanah)

Line telepon nomor  : (0411) — 585367

Selanjutnya detall téﬂampk yang merupakan bagian /dan menjadi satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan ﬁeﬁanjhn ini. (untuk selanjutnya dlsebut sebagai “PROPERTY"). (
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. Bérdasarkan hal-hal mrsebin di atas, PARA PIHAK telah sepafkat dan setuju untuk mengikatkan diri ke
dalam Perjanjian Sewa Menyewa untuk selanjulnya disebut “PERJANJIAN", dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan seMglai berikut: j

| |

Pasal1 |
DEFINIS! f

Dalam PERJANJIAN ini, | kata-kata/istilah-istilah yang pen}:tnnya diawali dengan huruf besar
sebagaimana diuraikan dibawah ini akan mempunyai arti sebaqai berikut

1. “Harga Sewa" adalah sejumiah uang sewa yang disepakali: PARA PIHAK dalam PERJANJIAN

2. "Masa Sewa" adalah jangka waktu sewa yang telah msepakati PARA PIHAK dalam PERJANJIAN

Pasal 2 |
RUANG LINGKUP SEWA
|
PENYEWA menyewa PROPERT! milik PEMILIK PROPERT! |yang akan digunakan sebagai (Ruangan
ATM) dari PENYEWA dan/atau untuk kegiatan lainnya yang merupakan kepentingan PENYEWA
kepada PEMILIK PROPERTI sebagaimana PEMILIK PROPERTI menyerahkan dan menyewakan
PROPERTI untuk digunakéin dan dimanfaatkan oleh PENYEWA.

|
|
i

| Pasal 3 F
| HARGA SEWA

1. Uang Harga Sewa untuk jangka wakiu sewa menyewg sebagaimana tersebut dalam pasal 2
PERJANUJIAN disepakati sebesar Rp25.000.000 (Dua Pulu}: Lima Juta Ruplah) per tahun atau sama
dengan Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untyk jangka waktu 3 (Tiga) tahun;

‘ |
2. Uang Harga Sewa wajib dibayar lunas seketika dan selur nya oleh PENYEWA kepada PEMILIK
PROPERT! setelah PERJANJIAN ini ditandatangani, damERJANJIAN ini berlaku pula sebagai
tanda terima atau kwitansi yang sah namun tidak menghilangkan kewajiban PEMILIK PROPERT!
memberikan tanda bukti bayar secara tertulis kepada PEWA atas pembayaran sewa terhadap
PROPERT! tersebut; dgngan tetap memperhatikan ketentugn yang berlaku pada PENYEWA.

3. Pajak Bumi dan Bangu‘ (PBB) selama masa sewa menjfadl beban PENYEWA.

4. Pajak Penghasilan atas Sewa (PPh) Pasal 4 (2) UU No. 3% Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
yang menjadi beban PEMILIK PROPERTI! untuk diperhitungkan oleh PENYEWA (sebagai wajib
potong) dari nilai bruto sewa termasuk biaya perawatan, Jiaya pemeltharaan, biaya keamanan dan
service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan
PERJANJIAN persewaan yang bersangkutan pada saat pembayaran harga sewa atau pada saat
terutangnya harga sew‘a. tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi.

k

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban PENYEWA, jika pada saat penagihan pemilik

menyampaikan asli fakffur pajak standar. f .

| l
6. Besamya tarif PBB, PPp dan PPN disesuaikan dengan mermn pajak yang beriaku.

|
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Pasal 4 ‘
| HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
|

1. HAK PENYEWA |
|

a. PENYEWA berhak untuk menggunakan, merubah dan/atau menambah isi dari PROPERTI yang
disewa tersebut menurut keperivan dan/atau kehendaknya atas biaya sendiri, bersifat untuk
memperindah dan/atau untuk keperiuan lain PENYEWA.

b. Terhadap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, pihak
PENYEWA tidak diwajibkan untuk mengembalikan pémbahan dan/atau penambahan tersebut
setelah masa sewa berakhir, kecuali inventaris danlatéu barang-barang lainnya yang merupakan
hak milik pthak PENYEWA yang akan diambil oleh PENYEWA.

c. Selama Masa , plhak PENYEWA tidak boleh diganggu oleh pihak manapun dengan alasan
apapun dan setia‘ ada gangguan sepenuhnya meu]upakan tanggung jawab pthak PEMILIK
PROPERTI.

d. Pihak PENYEWA berhak memanfaatkan dan menggunakan seluruh fasilitas PROPERT! untuk
operasional pihak PENYEWA dan/atau kegiatan lain yang diperiukan oleh PENYEWA.

2. KEWAJIBAN PENYEWA

a. Membayar sewa ﬁa@} imana telah ditentukan dalam P{asal 3 ayat 1 Perjanjian ini.

b. Memelihara PROPERT! sebagaimana mestinya dengan batasan semua kerusakan yang timbul
dari adanya proses alam tidak menjadi tanggung jawab PENYEWA.

c. Apabila sewa atas PROPERTI telah berakhir m PENYEWA wajib untuk menyerahkan
kembali dalam keadaan kosong, namun PENYEWA tidak berkewajiban untuk mengembalikan
PROPERTI kembalj dalam keadaan seperti semula. |

d. PENYEWA akan mengasuransikan barang-barang miliknya sendiri, balk yang ada di dalam
PROPERTI terhadap bahaya kebakaran, kebanjiran, | kehilangan atau kerusakan oleh sebab
apapun juga atas b?ban PENYEWA.

e. Selama Masa Se\ya. pembayaran rekening-rekening listrik (PLN), rekening telepon, dan
pembayaran rekening untuk bulan terakhir sewa yang akan timbul pada bulan berikutnya dan
tidak terbatas pada hal tersebut diatas termasuk segala biaya yang timbul sebagaimana
mestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawab PEN A dan PENYEWA wajib memberikan
semua bukti pembayaran kepada PEMILIK PROPERT].

f. PENYEWA wajib memelihara dan merawat PROPERT! dengan sewajamya serta memperbaiki
kerusakan kecll pada PROPERTI selama Masa Sewa aias biaya PENYEWA.

9. PENYEWA wajib mempergunakan PROPERTI tersebut hanya untuk kegiatan perbankan
dan/atau keperiuan ﬁain PENYEWA. '

3. HAK PEMILIK PROPERT!
Menerima uang Harga Sewa sesuai dengan Pasal 3 PERJANJIAN ini.
4. KEWAJIBAN PEMILIK PROPERTI

a. PEMILIK PROPERTI menjamin bahwa PROPERTI gdalah milik PEMILIK PROPERTI dan
dengan demikian PEMILIK PROPERT! berhak dan mempunyai kewenangan untuk
menyewakannya.

b. PEMILIK PROPERTI menjamin bahwa selama Masa berlangsung, PENYEWA tidak akan

mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari Pihak lain yé‘ng menyatakan mempunyai hak terlebih
dahulu atau turut mempunyai hak atas penghunian dan/atau hak apapun juga atas lokasi

PROPERTI dan yang disewakan tersebut dan oleh PEMILIK PROPERTI dengan ini
membebaskan PEN‘YEWA dari segala tuntutan Yalau gangguan dimaksud dari pihak
manapun. |

c. Bilamana dalam pelaksanaan Pejanjian ini terjadi ga guan hukum ataupun gangguan dari
Pihak laln sehingga PENYEWA tidak dapat melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan
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lainnya terkait perbankan, maka PEMILIK PROPERTI ;wajib mengembalikan uang sewa senilai
sisa jangka waktu sewa menyewa yang betum dijalankan.

d. PEMILIK PROPERT! wajib menyerahkan PROPERTI yang disewakan dalam keadaan bebas
dari sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan kepada Pihak lain.

6. PEMILIK PROPERT! wajib memperbaiki Kerusakan thar yang terjadi pada PROPERTI selama
Masa Sewa. ‘

f. Dalam hal oleh karena suatu yang menyebabkan kaaéean terdapat kerusakan PROPERT! dan
PEMILIK PROPERT! berhak melakukan klaim asuransi, maka PENYEWA berhak melakukan
pembangunan kempa!i terhadap suatu kerusakan yang telah ditanggung oleh asuransi dimana
biaya pembangunan yang telah dilakukan oleh PENYE)WA tersebut wajib dikompensasi dengan
klalm asuransi. Apabila masih terdapat kekurangan akan dibayar cleh PEMILIK PROPERTI.

g. PEMILIK PROPERITI wajib untuk menutup asuransi PROPERTI yang premi atas asuransi
tersebut menjadi beban PEMILIK PROPERTI. |

|

Pasal § i
JANGKA WAKTU SEWA

. PERJANJIAN ini beﬂa‘ku untuk jangka waktu 3 (Tiga) ﬁhun terhitung sejak tanggal 5 November

2019 dan akan berakhir pada tanggal 4 November 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai
‘Masa Sewa") |

Setelah habis jangka waktu sewa menyewa sebagaima!na tersebut dalam ayat 1, maka jangka
waktu sewa menyewal|ini dapat diperpanjang lagi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. PEMILIK PROPEBTI menginformasikan kesediaaq perpanjangan atau pemutusan sewa
PROPERTI kepada PENYEWA selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum masa sewa berakhir
disertai dengan Harga Sewa PROPERT! untuk period selanjutnya.

b. Apabila PEMILIK PROPERT! bersedia untuk melakkan perpanjangan sewa sesuai dengan
huruf a , maka PENYEWA memiiiki opsi perpanjangan Masa Sewa secara otematis pada saat
PERJANJIAN berakhir,

c. Pembayaran hamg sewa menyewa atas perpanjangan jangka waktu sewa menyewa tersebut
harus dilunasi oleh PENYEWA kepada PEMILIK PROPERTI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum Jangka waktu sewa menyewa berakhir, atau lain yang telah disepakati.

d. Lewatnya batas-batas waktu tersebut, dianggap bahwa PENYEWA tidak berkeinginan untuk
melanjutkan (memperpanjang) jangka waktu sewa menyewa dan PEMILIK PROPERTI berhak
menyewakan PROPERTI kepada Pihak lain, kecuali pat kesepakatan PARA PIHAK.

e. Dalam hal PENYEWA tidak memperpanjang masa maka PEMILIK PROPERTI memberi
kesempatan kepada PENYEWA untuk meninggal /mengosongkan PROPERTI dalam waktu
maksimal 3 (tiga) bulan sejak jangka waktu sewa menyewa berakhir, tanpa pengenaan denda
dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 6 PERJANIAN.

. PERJANJIAN ini tid;li( dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang disebut dalam ayat 1 Pasal ini

berakhir, namun apablla PARA PIHAK bermaksud untuk mengakhiri PERJANJIAN ini harus

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. P

. Apabila PERJANJIAN ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran PERJANJIAN ini tidak
mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tenggung[ jawab PARA PIHAK yang masth harus
diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhimya
PERJANJIAN ini, éampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK
sebagaimana diatur dan ditentukan datam PERJANJIAN ini.

- Pada saat PERJANJIAN ini berakhir, PENYEWA tidak perlu melakukan acara serah terima

PROPERTI kepada PEMILIK PROPERTI, dan tidak periy dibuatkan Berita Acara Serah Terima atas

itu. PROPERTI aka‘h dikuasal secara otomatis oleh PEMILIKI PROPERT! saat PENYEWA
|

mengosongkan PROPERTI. |
Y
|



6. Untuk kepentingan pengakhiran PERJANJIAN PARA PiHAK sepakat untuk mengesampingkan
ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

‘ Pasal 6
HAK PENYEWA SETELAH JANGKA WAKTU BERAKHIR

1. PENYEWA berhak menggunakan PROPERTI minimal 3\(&9&) Bulan setelah jangka wakiu sewa
menyewa berakhir dengan memberikan kompensasi secara proporsional sesuai Harga Sewa.

2. Dalam hal PENYEWA menggunakan Opsi perpanjangén sewa secara otomatis sebagaimana
tersebut pada ayat (1) pasal ini maka, PENYEWA akan memberitahukan secara tertulis kepada
PEMILIK PROPERTI. | |

|
i
Pasal 7 i
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PERJANJIAN ini tidak‘akan berhenti dan atau batal karena salah satu Pihak meninggal dunia atau
mengakhii usahanya danfatau atas PROPERT| tersebut dipindahtangankan atau
dijaminkan/diagunkan oleh PEMILIK PROPERT! secara b’agatmanapun kepada pihak lain sebelum

»

2. Dalam hal salah satu Pihak meninggal dunia, maka ahll warisnya atau penggantinya dari yang
meninggal dunia, wrut hukum berhak atau diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan
atau melanjutkan sewa menyewa ini sampal jangka sewa menyewa inl berakhir, sedang
dalam hal PROPER‘I] tersebut dipindahtangankan oleh ,PEMILIK PROPERTI kepada pihak lain,
maka pemilik baru atas PROPERT] inl harus tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

yang tercantum daiam PERJANJIAN ini.

3. PARA PIHAK menyatfaleen menjamin bahwa pihak-pihak; yang menandatangani PERJANJIAN ini
dan/atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang

mewakili PARA PIHA!T( sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar dan/atau Keputusan yang
beriaku pada masing-masing pihak. ‘

|
4. PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala ristkko dan kerugian materiil maupun

imateril yang mungkih timbul dalam pelaksanaan PERJANJIAN ini sepenuhnya menjadi beban
masing-masing pihak dan membebaskan pihak lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut

apabila salah satu pihak melanggar ketentuan dalam PERJANJIAN ini.

5. PARA PIHAK menjainun akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan
PERJANJIAN ini dari T!mk manapun.

6. PEMILIK PROPERTI| wajib menginformasikan kepadé PENYEWA setiap terjadi pergantian
pemilik/pengurus atas PROPERTI.

7. PEMILIK PROPERTI jmenjamin bahwa selama masa sewa berlangsung, PENYEWA tidak akan
mendapat tuntutan daql pihak manapun yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas penghunian dan/atau hak apapun juga atas PROPERTI.

|

8. PENYEWA tidak berkewajiban untuk mengembalikan pr(?:perti dalam keadaan semula pada saat
masa sewa berakhir. !
5 (
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Pasal 8
PENGALIHAN HAK SEWA

PENYEWA diperkenanka}n mengoper kontrak dan/atau menéopar penggunaan/pemakaian PROPERT!I
kepada pihak manapun dan Pengganti PENYEWA tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur

|

dalam PERJANJIAN ini, kecuali telah disepakati lain oleh PARA PIHAK.
|

Pasal 9 |

' PENJAMINAN/PENGAGUNAN A'lt‘As PROPERT!

1. PEMILIK PROPERT! tidak diperbolehkan menjaminkanl atau mengagunkan PROPERTI kepada
pihak lain (termasuk Bank atau lembaga keuangan lai nya) selama Masa Sewa tanpa adanya
persetujuan tertulls dari PENYEWA. |

| |
2. Persetujuan yang ditpaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dapat diajukan oleh PEMILIK PROPERT!
kepada PENYEWA pﬂing lambat 1 (satu) tahun sebelum PROPERT! dijaminkan atau diagunkan.

3. PEMILIK PROPERT! wajlb mengganti kerugian yang n atau telah timbul kepada PENYEWA

akibat dari penjaminan atau pengagunan atas PROPERTI yang dilakukan olsh PEMILIK
PROPERTI.

4. Apabila PEMILIK PROPERTI melanggar ayat 1 Pasal ini maka, PEMILIK PROPERTI wajib untuk
memberikan kompensasi kepada PENYEWA sebesar harga sisa Masa Sewa Properti dan segala
kerugian yang akan atau telah timbul.

Pasal 10
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak
tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan PERJANJIM ini yang diterima oleh salah satu pihak
yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada qlhak ketiga atau badan atau orang yang

tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhimya PERJANJIAN
ini, kecuati: : |
a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi psemt\arintah lainnya yang berhubungan dengan

penegakan hukum secara tertulis atau resmi.

b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus
diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan
tersebut. 1 ’

c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati barsama dan tidak bersifat rahasia,

d. Sudah merupakan i i umum yang bukan kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK dan;

e. Sudah mempero%eh; izin tertulis dari PARA PIHAK.

2. Pelanggaran terhadaq -ketentuan kerahasiaan sebagai|tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang
menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi aimana diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang P n dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik indonesia No. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-
perubahannya. j

3. Kewsjiban PARA PIHAK untuk menjaga Kerahasiaan ini ietap berlaku meskipun PERJANJIAN ini
telah berakhir. ?
1 6
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Pasal 11 :
‘ FORCE MAJEURE

. PARA PIHAK wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam
PERJANJIAN ini kecuall dalam hal terjadinya Force Majeure yang menyebabkan terhentinya atau
tertundanya PERJANUJIAN ini. i

. Keadaan Force lalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan

terhentinya atau tertun PERJANJIAN ini yang tidak|dapat dituntut seperti pada gempa bum,
banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huruthara, pemogokan dan adanya peraturan
at;%mani Pemerintah atau pemegang regulasi perbankan yang berpengaruh pada
P JIAN ini.

. Setiap kejadian yang ! Force Majeure harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat
7 (tujuh) hari ka!endet" sejak terjadinya Force Majeure dpngan surat pemberitahuan yang disertai
dengan keterangan res|mi dari pejabat pemerintah semmpﬁit yang berwenang.

; H
. Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 3 pasal
ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalairi peristiwa Force Majeure berhak untuk

1§

ﬁdakmengalauadanya‘peﬁsﬁwamuafewatersebut. :
- Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang meLgalami Force Majeure bukan merupakan
tanggung jawab Pihak lainnya. ‘

. Para Pihak sepakat b}ahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau
peristiwa Force Majeure atau menyebabkan tidak terlaksahanya PERJANJIAN Kerjasama ini secara
tetap akan dsse!esazka;}n secara musyawarah. |

‘ Pasal 12

@ PEMBERITAHUAN
. Semua surat menyut‘at atau pemberitahuan yang hank diberikan mengenai atau sehubungan
dengan Perjanjian ini, diiakukan dengan faksimili, pos lexpress atau pos tercatat, atau melalui

perusahaan ekspedisqlmnr internal dari masing-madng' pihak yang ditujukan ke alamat-alamat
sebagai berikut J |

PEMILIK PROPERT!

POLITEKNIK NEGER} UJUNG PANDANG

Jl. Perintis KeMekgan Km. 10 Tamalanrea
|

|
|
PENYEWA 1
BANK SYARIAH MANDIR} |

|

KCP MAKASSAR TAMALANREA ;
Ji. Perintis Kemerdekaan Km. 10 No. 13, |
Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. |
Kode Pos 80132 | |

. Jika terjadi perubahaﬂln alamat yang tercantum dalam PE:RJANJIAN ini, maka pihak {rang mengubah
alamat wajb memberitahukan secara tertulls atas p?tubahan tersebut kepada pihak lainnya
selambat-lambatnya ¢|:!alam jangka waktu 7 (tujuh) hari kesja setelah perubahan alamat tersebut.

. Segala akibat yang ﬁl[nbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya,

sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak ya;ng mengubah alamat

, ]



Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PERJANJIAN ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran PERJANJIAN ini, PARA
PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk
mencapai mufakat.

3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini
tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di
Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor
Kepaniteran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 14
LAIN-LAIN

1. Setiap syarat dan ketentuan yang belum dicantumkan dalam PERJANJIAN ini akan dibicarakan,
dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.

2. Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur didalam PERJANJIAN ini, atau adanya
tambahan / perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh PARA PIHAK,
maka akan dibuatkan PERJANJIAN tambahan (addendum) secara tertulis yang disetujui dan
ditanda tangani oleh PARA PIHAK diatas serta merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang
tak terpisahkan dari isi PERJANJIAN ini.

3. PERJANJIAN ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan PARA PIHAK berikut pengganti
dan penerus masing-masing pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang timbul
berdasarkan PERJANJIAN ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada
pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam PERJANJIAN
ini.

4. Surat Menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan
PERJANJIAN ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
PERJANJIAN ini.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tempat
sebagaimana disebut pada bagian awal PERJANJIAN ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk PEMILIK PROPERTI
dan satu rangkap untuk PENYEWA.

PEMILIK PROPERTI PENYEWA
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